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A. Latar Belakang Masalah 

Pelnyalahgunaan narkotilka dil Ilndonelsila sudah sampai l kel tilngkat yang sangat 

melngkhawatilrkan, fakta dil lapangan melnunjukkan bahwa 50% pelnghunil LAPAS 

(Lelmbaga Pelmasyarakatan) dilselbabkan olelh narkotilka. Belrilta krilmilnal dil meldila 

massa, bailk meldila celtak maupun ellelktronilk dilpelnuhil olelh belrilta telntang 

pelyalahgunaan narkotilka.  Korban narkotilka melluas kelselmua lapilsan masyarakat 

daril pellajar, mahasilswa, artils, peldagang, supilr angkot, ilbu rumah tangga, anak 

jalanan, pelkelrja dan lailn selbagailnya. Narkotilka delngan mudahnya dilpelrolelh, 

bahkan dapat dilracilk selndilril yang sulilt dildeltelksil, pabrilk narkotilka selcara illelgal 

pun sudah dildapatil dil belrbagail willayah Ilndonelsila.1 

Kasus pelnyalahgunaan narkotilka ilnil tildak dapat dilbilarkan telrus-melnelrus 

telrjadil karelna dapat melrusak jasmanil dan rohanil para anak-anak muda atau 

pelnelrus bangsa dan pe lngguna lailnnya, akilbat daril pelnyalahgunaan narkotilka ilni l 

dapat melngancam pelrkelmbangan pelrelkonomilan dan kelmajuan sosilal. Belrbagai l 

jelnils tilndakan telrus dillakukan olelh pelmelrilntah guna untuk melncelgah dan 

melmbelrantas tilndak pildana pelnyalahgunaan narkotilka yang muncul di l 

masyarakat, adapun tilndakan pelcelgahan yang dillakukan olelh pelmelrilntah, yailtu 

delngan cara: 

 

 
1 Rayani Saragih & Maria Ferba Editya Simanjuntak, Penegakan Hukum Terhadap 

Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences 

(JEHSS), Volume 4, Nomor 1, 2021, hlm. 100. 
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a. Tilndakan (prel-elmpiltilf) atau pelncelgahan selcara dilnil atau lelbilh awal 

selbellum adanya tanda tilndak krilmilnal  

b. Tilndakan relprelsilf yaknil tilndakan ilnil dil mulail daril suatu adanya 

pellanggaran sampail pada suatu prosels pelngusutan, pelnuntutan, dan 

pelnjatuhan pildana selrta pellaksanaan pildana yaknil melnjelrat pellaku 

delngan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 telntang Narkotilka. 

c. Tilndakan prelfelntilf adalah tilndakan selbellum telrjadilnya keljahatan atau 

pelrbuatan yang mellanggar hukum.2 

 

Ilsu telrkailt narkotilka selmakiln belrkelmbang seltellah belbelrapa waktu, hal ilni l 

dilbuktilkan delngan adanya pelnyellundupan, pelrtukaran illelgal, dan pelnangkapan, 

kurungan telrkailt narkotilka yang sudah pelrnah dillakukan dil dalam nelgelril maupun 

dilluar nelgelril.3 Belrdasarkan data Badan Narkoti lka Nasilonal (BNN), sebagai 

berikut:4 

Tahun  Jumlah kasus 

pelanggaran 

narkoba 

Jumlah tersangka 

narkoba 

Provinsi terbanyak 

2020 833 1.307 - 

2021 766 1.184 Sumatera Utara 

(520) 

Jawa Timur (454) 

Kalimantan Timur 

(441) 

Sumatera Selatan 

(336) 

Jawa Barat (259) 

Tabel 1.1 Data Badan Narkotilka Nasilonal (BNN). 

Tabel ini memberikan gambaran tentang tren pelanggaran narkoba dan 

aktivitas penangkapan tersangka di Indonesia selama dua tahun terakhir yang 

 
2 Wresniworo, Masalah Narkotika Dan obat-obatan Berbahaya, Mitra Bnintimar, 

Jakarta, 2002, hlm. 67. 
3 Djoko prakoso, Lany Bambang Riyadi, Amir Muhsin, Kejahatan-kejahatan yang 

Merugikan dan Membahayakan Negara. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 165. 
4 DataIndonesia.id, Kasus Narkoba di Indonesia Turun dalam 3 Tahun Terakhir, 

https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-narkoba-di-indonesia-turun-dalam-3-tahun-terakhir, 

diakses senin tanggal 17 Juli 2023, pukul 13.50 wib.  

https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-narkoba-di-indonesia-turun-dalam-3-tahun-terakhir
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tersedia (2020 dan 2021), serta fokus pada provinsi-provinsi dengan kasus 

tertinggi pada tahun 2021. 

Kelcelndelrungan seltilap pellaku untuk mellakukan pelnyalahgunaan narkotilka 

adalah pada awalnya me lncoba selhilngga melrasa kelcanduan dan pada akhi lrnya 

untuk melmelnuhil kelbutuhan keltelrgantungannya melrelka mellakukan belrbagai l 

macam cara, ilnillah awal telrjadilnya keljahatan selpeltil tilndak pildana kelkelrasan, 

pelmelrkosaan sampail delngan pelmbunuhan dalam belntuk keljahatan telrorganilsi lr 

(organilzeld crilmel).5 

Maraknya pelnyalahgunaan narkotilka dil masyarakat melmbuat aparat 

pelnelgak hukum belkelrja lelbilh kelras untuk melmbelrantasnya. Karelna iltu 

dilbutuhkan pelran selrta masyarakat se lbagail saksil yang melmbelrilkan ilnformasi l 

dalam melmbantu pelncelgahan dan pelmbelrantasan tilndak pildana narkotilka. Salah 

satu belntuk pelran selrta masyarakat adalah de lngan mellaporkan kelpada aparat 

pelnelgak hukum atau pe ljabat yang belrwelnang billa melngeltahuil  atau melnduga 

telrjadil suatu tilndak pildana narkotilka.6 

Masyarakat harus melnyadaril bahwa dalam prose ls pelnelgakan hukum, 

bukan melrupakan tanggung jawab aparatur ne lgara selmata, teltapil melrupakan 

tanggungjawab masyarakat dalam upaya me lnghadapil, melnanggulangil belrbagai l 

 
5 Zainab Ompu Jainah,  Budaya Pengakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana 

Narkotika, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 4. 
6 Rizky Noer Maulidia, “Pelindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak pidana 

Narkotika”, https://repository.unair.ac.id/ , diakses Jum’at tanggal 7 Juli 2023, pukul 15.00 wib. 

https://repository.unair.ac.id/
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belntuk keljahatan yang melrugilkan dan melrelsahkan masyarakat i ltu selndilri l 

khususnya dilbildang tilndak pildana narkotilka.5 

Selbagail contoh pelrmasalahan dilmana selorang saksil pellapor melndapatkan 

ancaman yailtu pada saat seltellah melmbelrilkan laporannya kelpada pilhak kelpolilsilan 

bahwasannya ada suatu ti lndak pildana narkotilka dillilngkungan telmpat tilnggalnya, 

mulail saat iltu kelhildupan daril saksil yang mellaporkan tilndak pildana narkotilka 

mulail melrasa tildak telnang, karelna selorang saksil telrselbut melndapatkan telror 

ataupun ancaman dari l selselorang yang tildak dilkelnal. Contoh telror dan ancaman 

ilalah mellaluil SMS (short melssagel selrvilcel) yang belrilsilkan ancaman telrhadap dilri l 

saksil dan melnakut-nakutil saksil agar elnggan dan takut melmbelrilkan kelsaksilannya, 

pada saat prosels pelngumpulan alat buktil.6 

Pelran selrta masyarakat dalam me lngungkap tilndak pildana narkotilka dalam 

kontelks pelnyellelnggaraan nelgara, melngandung hak-hak, kelwajilban selbagai l 

belrilkut: 

1. Hak untuk melncaril, melmpelrolelh dan melmbelrilkan ilnformasil melngelnai l 

pelnyellelnggaraan nelgara.  

2. Hak untuk melmpelrolelh pellayanan yang sama dan adill daril pelnyellelnggara 

nelgara.  

3. Hak melnyampailkan saran dan pe lndapat selcara belrtanggung jawab 

telrhadap kelbiljakan pelnyellelnggaraan nelgara. 

4. Hak untuk melmpelrolelh pelrlilndungan hukum dalam hal i lnil mellaksanakan 

haknya dan apabilla hadilr dalam prosels pelnyellildilkan, pelnyildilkan, dan 

dilsildang pelngadillan selbagail saksil, pellapor, saksil atau saksil ahlil selsuai l 

delngan keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan yang belrlaku delngan 

melnaatil norma agama, dan norma sosi lal lailnnya. Kelsadaran hukum 

masyarakat dan para pelnelgak hukum dalam selmangat yang ilntelrakti lf 

antara kelsadaran hukum pelrselpsil keladillan.7 

 
5 Soejono, Kejahatan & Penegakan hukum Di Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995, 

hlm. 3. 
6 Wawancara penulis dengan Zulfikar S.H (penyidik), 27 Juni 2023 Pukul 10.00 Wib. 
7 Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, PT 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 82. 
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Pelrlilndungan saksil dan korban ilnil belrtujuan untuk melmbelrilkan rasa aman 

telrhadap saksil dan korban dalam melmbelrilkan keltelrangan dalam seltilap prosels 

pelradillan pildana tilndak pildana narkotilka, selhilngga melrelka dapat belrbilcara 

delngan jujur dan te lrbuka tanpa takut akan ancaman, i lntilmildasil, atau pelmbalasan 

daril pilhak yang telrlilbat dalam kasus. Me llaluil pelrlilndungan ilnil, dilharapkan bahwa 

saksil dan korban akan lelbilh belranil belrpartilsilpasil dalam silstelm pelradillan, 

melmbantu melngungkap kelbelnaran, dan melndukung pelmbelrantasan keljahatan 

narkoiltka.8 

Belrdasarkan apa yang te llah dilurailkan dil atas bahwa masyarakat waji lb 

belrpelran selcara aktilf prosels pelnelgakan hukum selbagail tanggungjawab sosilalnya 

telrhadap masyarakat dan dalam prose ls pelnelgakan hukum telrselbut pelrlu dildukung 

dillayanil olelh aparat pelnelgak hukum, agar pe lran masyarakat selbagail pelmbelri l 

ilnformasil atau selbagail saksil dalam hal melngungkap tilndak pildana narkotilka 

telrlilndungil dan melndapatkan pelrhatilan daril pilhak aparat pelnelgak hukum 

khususnya kelpolilsilan. 

Melmbantu aparat pelnelgak hukum dalam hal melngungkap adanya tilndak 

pildana Narkotilka yang telrjadil melrupakan suatu kelwajilban seltilap warga nelgara, 

namun apabilla mellaporkan pelrilstilwanya tildak melnutup kelmungkilnan orang-orang 

yang telrlilbat dalam pelrilstilwa iltu melrasa tildak selnang atau marah kelpada orang 

yang mellaporkannya. Pada umumnya orang yang te lrlilbat dalam pelreldaran gellap 

narkotilka tildak belrtilndak selndilrilan, melrelka belrkellompok atau dilpelrkilrakan tilndak 

 
8 Pajar Husni Dalimunthe, Pelaksanaan Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Penanganan 

Tindak Pidana Narkotika Menurut UU NO. 35 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera 

Utara), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 

4. 
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pildana ilnil juga telrorganilsasil. Kalau sampai l dillaporkan dan melrelka melrasa akan 

telrbongkar selluruh kelgilatannya, belsar kelmungkilnan melrelka yang telrlilbat bukan 

hanya marah, akan te ltapil lelbilh daril iltu, melrelka akan mailn hakilm selndilril delngan 

melngambill tilndakan yang belrakilbat buruk bagil saksil dan pellapor yang 

dilkeltahuilnya.9 

Pelran kelpolilsilan adalah pelnelgakan hukum mellilputil melmellilhara kelamanan 

dan keltelrtilban masyarakat, me lnelgakkan hukum dan melmbelrilkan pelrlilndungan, 

pelngayoman dan pellayanan kelpada masyarakat. Pe lnelgakan hukum dilbildang 

pellilndungan adalah prosels dillakukannya upaya untuk te lgaknya atau belrfungsilnya 

norma-norma hukum dilbildang pelrlilndungan telrhadap saksil dan korban melmillilki l 

pelranan prosels pelrdillan pildana selhilngga delngan keltelrangan saksil dan korban 

yang belrkailtan selcara belbas daril rasa takut dan ancaman dapat me lngungkapkan 

suatu tilndak pildana. Dildalam Pasal 4 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 tahun 

2002 Tugas Polilsil Relpublilk Ilndonelsila, mellilndungil kelsellamatan jilwa raga, harta 

belnda, masyarakat, dan li lngkungan hildup daril gangguan keltelrtilban dan/atau 

belncana telrmasuk melmbelrilkan bantuan dam pe lrtolongan delngan melnjunjung 

tilnggil hak asasil manusila. Keltelntuan daril pasal telrselbut adalah dilmaksudkan untuk 

melmbelrilkan pelrlilndungan telrhadap kelsellamatan saksil palapor yang melmbelrilkan 

keltelrangan melngelnail suatu tilndak pildana narkotilka.10 

Dalam pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia 

adalah:  

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. menegakkan hukum; dan  

 
9 Gatot Supranomo, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 253. 
10 Dayana Yoksi Rafika, “Pelindungan Hukum Terhadap Pelapor terhadap Tindak 

pidana Narkotika”. http:// www.repository.usu.ac.id/ diakses kamis, 13 Mei 2023, Pukul 15.30 

Wib. 

http://www.repository.usu.ac.id/


7 
 

 
 

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat.  

 

Pasal 14  

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :  

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 
b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas di jalan; 
c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 

hukum dan peraturan perundang-undangan; 
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa; 
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya; 
h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian; 
i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia; 
j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 
k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian; serta 
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 te lntang 

Pelrlilndungan Saksil dan Korban yang sellanjutnya dilselbut UU PSK melnjellaskan 

“Saksil adalah orang yang dapat melmbelrilkan keltelrangan guna kelpelntilngan 

pelnyellildilkan, pelnyildilkan, pelnuntutan, dan pelmelrilksaan dil sildang pelngadillan 
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telntang suatu tilndak pildana yang ila delngar selndilril, ila lilhat selndilril, dan/atau i la 

alamil selndilril.’’  

Dalam tilndak pildana narkotilka saksil pellapor wajilb melndapatkan 

pelrlilndungan dan hak se lbagail saksil yang dilatur dalam pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2014 Telntang Pelrubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 Telntang Pelrlilndungan Saksil Dan Korban, selbagail belrilkut: 

(1) Saksil dan Korban belrhak:  

a. melmpelrolelh pelrlilndungan atas kelamanan prilbadil, Kelluarga, dan harta 

belndanya, selrta belbas daril Ancaman yang belrkelnaan delngan kelsaksilan 

yang akan, seldang, atau tellah dilbelrilkannya;  

b. ilkut selrta dalam prose ls melmillilh dan melnelntukan belntuk pelrlilndungan 

dan dukungan kelamanan;  

c. melmbelrilkan keltelrangan tanpa telkanan; d. melndapat pelnelrjelmah;  

el. belbas daril pelrtanyaan yang melnjelrat;  

f. melndapat ilnformasil melngelnail pelrkelmbangan kasus;  

g. melndapat ilnformasil melngelnail putusan pelngadillan;  

h. melndapat ilnformasil dalam hal telrpildana dilbelbaskan;  

il. dilrahasilakan ildelntiltasnya;  

j. melndapat ildelntiltas baru;  

k. melndapat telmpat keldilaman selmelntara;  

l. melndapat telmpat keldilaman baru;  

m. melmpelrolelh pelnggantilan bilaya transportasil selsuail delngan kelbutuhan;  

n. melndapat nasilhat hukum;  

o. melmpelrolelh bantuan bilaya hildup selmelntara sampail batas waktu  

Pelrlilndungan belrakhilr; dan/atau  

p. melndapat pelndampilngan.  

(2) Hak selbagailmana dilmaksud pada ayat (1) di lbelrilkan kelpada Saksil dan/atau 

Korban tilndak pildana dalam kasus telrtelntu selsuail delngan Kelputusan LPSK.  

(3)  Sellailn kelpada Saksil dan/atau Korban, hak yang di lbelrilkan dalam kasus 

telrtelntu selbagailmana dilmaksud pada ayat (2), dapat di lbelrilkan kelpada Saksi l 

Pellaku, Pellapor, dan ahlil, telrmasuk pula orang yang dapat me lmbelrilkan 

keltelrangan yang belrhubungan delngan suatu pelrkara pildana melskilpun tildak ila 

delngar selndilril, tildak ila lilhat selndilril, dan tildak ila alamil selndilril, selpanjang 

keltelrangan orang iltu belrhubungan delngan tilndak pildana.” 

 

Keldudukan saksil dalam prosels pelradillan pildana melnelmpatil posilsil kuncil, 

selbagailmana telrlilhat dalam Pasal 184 Ki ltab Undang-Undang Hukum Acara 

Pildana (KUHAP). Se lbagail alat buktil utama, telntu dampaknya sangat te lrasa billa 
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dalam suatu pelrkara tildak adanya selorang saksil. Pelntilngnya keldudukan saksi l 

dalam prosels pelradillan pildana tellah dilmulail seljak awal prosels pelradillan pildana, 

dilkeltahuil bahwa telrungkapnya kasus pe llanggaran hukum se lbagilan belsar 

belrdasarkan ilnformasil daril masyarakat. Belgiltu pula dalam prose ls sellanjutnya, 

diltilngkat keljaksaan sampail pada akhilrnya dil pelngadillan, keltelrangan saksil selbagai l 

alat buktil utama melnjadil acuan hakilm dalam melmutus belrsalah atau tildaknya 

telrdakwa. Jadil jellas bahwa saksi l melmpunyail kontrilbusil yang sangat belsar dalam 

upaya melnelgakkan hukum dan keladillan.11 

Dalam Pasal 1ayat 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telntang 

Pelrlilndungan Saksil dan Korban selbagailmana tellah dilubah olelh Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2014, pelrlilndungan adalah selgala upaya pelmelnuhan hak dan 

pelmbelrilan bantuan untuk melmbelrilkan rasa aman ke lpada saksil dan/atau korban 

yang wajilb dillaksanakan olelh LPSK atau lelmbaga lailnnya selsuail delngan 

keltelntuan Undang-Undang ilnil. Pelrlilndungan yang tellah diljellaskan telrselbut 

dilbelrilkan seljak tahap pelnyellildilkan dilmulail dan belrakhilr selsuail delngan keltelntuan 

selbagailmana dilatur dalam Undang-Undang. 

Dan juga tugas kepolisisan dalam memberikan perlindungan terhadap 

seorang masyarakat yang menjadi saksi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republic Indonesia 

saksil pellapor dil Ilndonelsila saat ilnil, masilh melngalamil kurangnya pelrhatilan 

dalam hal pelmbelrilan pelrlilndungan hukum. Akilbatnya, saksil pellapor masilh bellum 

 
11 Lilik Mulyadi, putusan hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: 

PT.Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 79. 
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melrasa cukup aman dari l tilndakan telror dan ancaman yang be lrtujuan untuk 

melncelgah melrelka melmbelrilkan kelsaksilan telrkailt suatu tilndak pildana, khususnya 

dalam kontelks pelrmasalahan narkotilka. Dampak daril kurangnya pelrlilndungan ilni l 

dapat melnyelbabkan kelrugilan bagil masyarakat, karelna mungkiln ilnformasil yang 

dapat melmbantu melngungkap keljahatan telrkailt narkotilka tildak dapat dilungkapkan 

delngan belbas dan tanpa rasa takut.12 

Pelrlilndungan telrhadap saksil pellapor harus dil optilmalkan dan lelbilh di l 

pelrhatilkan agar masyarakat me lrasakan kelamanan dalam hal me llaksanakan 

pellaporan tilndak pildana narkotilka iltu selndilril. Belrdasarkan latar be llakang yang 

tellah dilurailkan dil atas, maka untuk lelbilh melmahamil pelmbahasan pelrlu kilranya 

dilkelmukan belbelrapa pelrmasalahan yang ti lmbul dalam  “Perlindungan Hukum 

Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi penelitian 

Di Polres Lngkat)”. 

B. Rumusan  Masalah 

Belrdasarkan urailan pada latar be llakang pelnelliltilan dilatas, maka dilrumuskan 

pelrmasalahan selbagail belrilkut: 

1. Bagailmana pelrlilndungan hukum telrhadap saksil pellapor dalam tilndak 

pildana  narkotilka? 

2. Bagailmana hambatan dan solusi dalam mellakukan pelrlilndungan  telrhadap 

saksil pellapor dalam tilndak pildana narkotilka? 

 

 

 
12 Pajar Husni Dalimunthe, Op.Cit., hlm. 1. 



11 
 

 
 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pelnelliltilan ilnil adalah: 

a. Untuk melngeltahuil dan melmahamil pelrlilndungan hukum telrhadap saksi l 

pellapor dalam tilndak pildana narkotilka. 

b. Untuk melngeltahuil hambatan dalam me llakukan pelrlilndungan telrhadap saksi l 

pellapor dalam tilndak pildana narkotilka. 

c. Untuk melngeltahuil bagailmana melngatasil hambatan dalam me llakukan  

pelrlilndungan hukum telrhadap saksil pellapor tilndak pildana narkotilka. 

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan di atas, penulis berharap 

pengelolaan informasi akan menghasilkan manfaat dan informasi bagi semua 

orang dari penelitian tersebut, baik secara teoritis maupun praktis. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teloriltils 

Selcara teloriltils pelnelliltilan ilnil dapat belrmanfaat melmbelrilkan kontrilbusil pada 

pelmilkilran selrta pelmahaman dalam pe lrkelmbangan illmu pelngeltahuan 

pelrilhal hukum pildana, khususnya me lngelnail pelrlilndungan hukum telrhadap 

saksil pellapor dalam tilndak pildana narkotilka. 

b. Manfaat praktils 

Pelnelliltilan ilnil dilharapkan melmbelrilkan tambahan pelngeltahuan selputar 

hukum pelmbuktilan pildana khusunya telntang pelrlilndungan hukum telrhadap saksi l 

pellapor dalam tilndak pildana narkotilka. Supaya dapat me lnjadil bahan rujukan selrta 
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relfelrelnsil dalam melnjawab pelrmasalahan yang ada di l kalangan masyarakat te lntang 

pelrlilndungan hukum telrhadap saksil pellapor dalam tilndak pildana narkotilka. 

D. Penelitian Tedahulu 

Pelnelliltilan telrdahulu melrupakan acuan dalam me llakukan pelnelliltilan selhilngga 

dapat melmpelrbanyak teloril yang dilgunakan keltilka melngkajil pelnelliltilan. Belrilkut 

adalah belbelrapa pelnelliltilan telrdahulu yang belrkailtan delngan pelnelliltilan yang akan 

dillaksanakan:  

1. Pelnelliltilan yang dillakukan olelh Pajar Husnil Dalilmunthel delngan judul 

“Pellaksanaan Pelrlilndungan Saksil Pellapor Dalam Pelnanganan Tilndak Pildana 

Narkotilka Melnurut UU NO. 35 Tahun 2009 (Studi l Dil Kelpolilsilan Daelrah 

Sumatelra Utara).  

Hasill pelnelliltilan ilnil melnunjukkan bahwa: 1). Pe llaksanaan pelrlilndungan telrhadap 

saksil pellapor dalam tilndak pildana narkotilka khususnya dil Daelrah Kelpolilsilan 

Daelrah Sumatelra Utara yailtu harus belnar-belnar adanya suatu ancaman te lrhadap 

dilrilnya, jilwanya, kelluarganya, dan hartanya yang di llakukan olelh selkellompok 

orang lailn. Dan adapun cara pe llaksanaan pelrlilndungan yang dilbelrilkan delngan 

cara melrahasilakan ildelntiltas prilbadil saksil dan pellapor daril suatu ancaman. 2). 

Pellaksanaan pelrlilndungan saksil pellapor telrnyata tildak selmulus yang kilta keltahui l 

akan teltapil ada belbelrapa faktor yang dapat me lnghambat pellaksanaan 

pelrlilndungan telrselbut, bailk iltu faktor ilntelrnal (daril dalam) dan elkstelrnalnya (dari l 

luar). Olelh selbab iltu pelrlu kilta belnahil dan kilta pelrbailkil selcara fasilliltas dan sarana 

dan selrta anggaran daril pelrlilndungan saksil pellapor agar pelnghambat dapat 

dillaksanakan delngan bailk tanpa adanya hambatan. 3). Melngatasil kelndala-kelndala 
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pellaksanaan pelrlilndungan saksil pellapor sudah ada be lrbagail upaya yang dillakukan 

yailtu delngan upaya melmbangun komiltmeln yang bailk dalam ruang lilngkup 

kelpolilsilan, melmbangun ilntelgriltas, melmbelrilkan pelmahaman dan pelngeltahuan 

akan bahaya narkoba selrta pelrlilndungan yang saksil pellapor dapatkan, 

melnilngkatkan spriltual kelagamaan. Dalam me lngungkap tilndak pildana narkotilka 

dilbutuhkan pelran selrta masyarakat untuk me lmbelrilkan ilnformasil dan kelpolilsilan 

wajilb melmbelrilkan pelrlilndungn telrhadap saksil pellapor telrselbut daril ancaman yang 

akan telrjadil padanya bailk iltu melnyangkut dilrilnya, jilwanya, kelluarganya, selrta 

hartanya. yang melmbeldakan pelnelliltilan ilnil delngan pelnelliltilan yang dillakukan ole lh 

Pajar Husnil Dalilmunthel adalah judul pelnelliltilan yang dilgunakan dalam pelnelliltilan 

ilnil melrupakan pelrlilndungan hukum telrhadap saksil pellapor dalam tilndak pildana 

narkotilka (studil pelnelliltilan dil Polrels Langkat). Seldangkan pelnelliltilan Pajar Husni l 

Dalilmuntheladalah Pellaksanaan Pelrlilndungan Saksil Pellapor Dalam Pelnanganan 

Tilndak Pildana Narkotilka Melnurut UU NO. 35 Tahun 2009 (Studi l Dil Kelpolilsilan 

Daelrah Sumatelra Utara). Sellailn iltu, pelrbeldaan juga telrdapat pada rumusan 

masalahyang diltelliltil, pada pelnelliltilan ilnil melmbahas mengenail pelrlilndudngan 

hukum, hambatan dalam me llakukan pelrlilndungan hukum, dan upaya yang 

dillakukan untuk melngatasil hambatan mellakukan pelrlilndungan hukum dalam 

tilndak pildana narkotilka..13 

2. Pelnelliltilan yang dillakukan olelh Moh. Sodilq delngan judul “Pelnelrapan 

Pelrlilndungan Saksil Pellapor (Whilstlelblowelr) Dalam Silstelm Pelradillan Pildana 

Dil Ilndonelsila”  

 
13 Pajar Husni Dalimunthe, Pelaksanaan Perlindungan Saksi Pelapor Dalam Penanganan 

Tindak Pidana Narkotika Menurut UU NO. 35 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera 

Utara), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018 
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Hasill pelnelliltilan ilnil melnunjukkan bahwa: 1). Hak-hak yang dilbelrilkan 

Lelmbaga Pelrlilndungan Saksil dan Korban (LPSK) ke lpada saksil dan korban yailtu 

selbagailmana amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 te lnang Pelrlilndungan 

Saksil dan Korban yang di lkatelgorilkan selbagail belrilkut: a) Pelrlilndungan filsilk dan 

psilkils: Pelngamanan dan pelngawalan, pelnelmpatan dil rumah aman, melndapat 

ildelntiltas baru, bantuan me ldils dan pelmbelrilan kelsaksilan tanpa hadilr langsung di l 

pelngadillan, bantuan relhabilliltasil psilko-sosilal. b) Pelrlilndungan hukum: Kelrilnganan 

hukuman, dan saksi l dan korban selrta pellapor tildak dapat diltuntut selcara hukum. 

c). Pelmelnuhan hak proseldural saksil: Pelndampilngan, melndapat pelnelrjelmah, 

melndapat ilnformasil melngelnail pelrkelmbangan kasus, pe lnggantilan bilaya 

transportasil, melndapat nasilhat hukum, bantuan bilaya hildup selmelntara sampai l 

batas waktu pelrlilndungan yang dilteltapkan. 2). Pelnelrapanmpelrlilndungan telrhadap 

saksil pellapor (whilstlelblowelr), LPSK tellah melnelrapkan selsuail delngan Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2013 te lntang Pelrlilndungan Saksil dan Korban, yailtu: a). 

Telrhadap Pellapor yang diljadilkan telrdakwa dalam pelrkara pelncelmaran nama bai lk 

dalam prosels pelmelrilksaan dil Pelngadillan, akhilrnya olelh Majellils Hakilm dilputus 

belbas. b). Telrhadap Pellapor dan Saksil, juga telrdakwa untuk kasus yang sama, 

hukumannya dilkurangil 1/3 daril Telrdakwa yang lailn (palilng rilngan). c). 

Melndampilngil pellapor untuk melnyampailkan laporannya kel aparat pelnelgak 

hukum. d). Pelrlilndungan pellapor/saksil dil Lelmbaga Pelmasyarakatan. Yang 

melmbeldakan delngan pelnilliltilan ilnil delngan pelnelliltilan yang dillakukan olelh Moh 

Sildilq adalah judul pelnelliltilan yang dilgunakandalam pelnelliltilan ilnil melrupakan 

pelrlildungan hukum telrhadap saksil pellapor dalam tilndak pildana narkotilka (studi l 
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pelnelliltilan dil polrels langkat). Se ldangkan pelnelliltilan Moh Sildilq adalah Pelnelrapan 

Pelrlilndungan Saksil Pellapor (Whilstlelblowelr) Dalam Silstelm Pelradillan Pildana Di l 

Ilndonelsila. Sellailn iltu, pelrbeldannya juga telrdapat pada meltodel pelnelliltilan, dalam 

pelnelliltilan ilnil melnggunakan meltodel pelnelliltilan yurildils elmprils. Seldangkan dalam 

pelnelliltilan yang dillakukan Moh Sildilq melnggunakan meltodel yurildils normatilf.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Moh.Sodiq, Penerapan Perlindungan Saksi Pelapor (Whistleblower) Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Di Indonesia, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negri 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014. 
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